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MOTTO 

“Menegakkan keadilan bukan sekadar  menerapkan hukum, melainkan menghaditkan  

perlindungan  bagi setiap manusia, terutama mereka yang masih memiliki kesempatan untuk 

memperbaiki masa depan, Ilmu tanpa integritas kehilangan makna, dan hukum tanpa 

keadilan kehilangan tujuan” 
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ABSTRAK 

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga 

memicu evolusi kejahatan siber (cybercrime), salah satunya adalah perjudian online yang 

kini marak terjadi di Indonesia. Meskipun pemerintah telah memperketat regulasi siber, 

praktik perjudian online justru semakin masif dengan melibatkan ekosistem digital yang 

kompleks, mulai dari penggunaan server luar negeri, transaksi anonim, hingga keterlibatan 

figur publik (influencer) sebagai promotor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

kualifikasi yuridis perjudian online berdasarkan regulasi terbaru, mengkaji penerapan 

sanksi pidana terhadap para aktor di dalamnya, serta mengidentifikasi hambatan nyata yang 

dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan tersebut. Metode 

penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber 

bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum 

primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum 

sekunder berupa jurnal ilmiah dan buku teks hukum. Seluruh bahan hukum yang terkumpul 

kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode penalaran deduktif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Kedua UU ITE memberikan landasan hukum yang lebih kuat melalui Pasal 27 ayat (2) jo. 

Pasal 45 ayat (3) dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar 

bagi bandar serta influencer yang mendistribusikan konten judi. Sementara itu, pemain 

pasif dijerat menggunakan instrumen KUHP yang disinkronisasikan dengan pemblokiran 

rekening secara administratif. Namun, penegakan hukum di lapangan masih menghadapi 

hambatan multidimensional, meliputi kendala teknis berupa penggunaan teknologi enkripsi 

dan aset kripto, hambatan yuridis terkait yurisdiksi hukum lintas batas (borderless), serta 

hambatan struktural akibat keterbatasan kapasitas digital forensik penyidik siber di tingkat 

daerah. 

Kata Kunci:  perjudian online, Undang-Undang ITE, Penegakam Hukum, Cybercrime. 
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ABSTRACT 

 

 

The rapid development of information technology has not only brought positive impacts 

but has also triggered the evolution of cybercrime, including online gambling, which is 

currently rampant in Indonesia. Despite the government tightening cyber regulations, 

online gambling practices have become even more massive, involving a complex digital 

ecosystem that ranges from the use of offshore servers and anonymous transactions to the 

involvement of public figures (influencers) as promoters. This study aims to analyze the 

juridical qualification of online gambling under the latest regulations, examine the 

application of criminal sanctions against the actors involved, and identify the actual 

obstacles faced by law enforcement agencies in eradicating this crime. The research 

method used in this thesis is normative juridical with a statute approach and a case 

approach. Legal materials were collected through a literature study consisting of primary 

legal materials in the form of statutory regulations and court decisions, as well as 

secondary legal materials such as scientific journals and legal textbooks. All collected 

legal materials were then analyzed using a descriptive qualitative method with deductive 

reasoning. The results of the study indicate that Law Number 1 of 2024 concerning the 

Second Amendment to the ITE Law provides a stronger legal foundation through Article 

27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (3), which imposes a maximum 

criminal penalty of 10 years imprisonment and a fine of IDR 10 billion for bookmakers and 

influencers who distribute gambling content. Meanwhile, passive players are prosecuted 

using Penal Code (KUHP) instruments synchronized with administrative bank account 

freezing. However, law enforcement in the field still faces multidimensional obstacles, 

including technical constraints such as the use of encryption technology and crypto assets, 

juridical obstacles related to cross-border jurisdictions, and structural barriers due to the 

limited digital forensics capacity of cyber investigators at the regional level. 

Keywords: Online Gambling, ITE Law, Law Enforcement, Cybercrime 
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